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1) Nama

FORMULIR LAPORAN
Nomor : 005/LP/PP-PL/Kab/13.22/1/2024

Andi Saputra

a. Nama Hendro Julianto Hadi
b. Tempat/Tgl Lahir Subang, 17 Juli 1989
¢. Jenis Kelamin Laki-laki
d. Pekerjaan Karyawan Swasta
e. Kewarganegaraan Indonesia
f.  Alamat Kp. Mekar Sari, RT 05, RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu,
Kabupaten Purwakarta
g. No.Telp/HP 0857 9530 7570
h. E-Mail hendrojulianto22@gmail.com
2. Identitas Terlapor
a. Nama Anto (Dusun Karvamekar)
b. Alamat Cikuda
c. No.Telp/HP 0878 1033 4166
3. Peristiwa yang dilaporkan
a. Peristiwa Telah terjadi pencopotan dan perusakan Alat eraga Kampanye
(APK) milik Hendro Julianto Calon Anggota DPRD Kabupaten
Purwakarta Dari Partai Buruh Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan 2.
Peristiwa tersebut diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf g
Undang-Undang Nomor 7 l'ahun 2017 lentang Pemulihan Umum,
yang berbunyi “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu
dilarang: (g) merusak dan'atau menghilangkan alat peraga
kampanye Peserta Pemily” dan Pasal 282 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.,
b. Tempat Kejadian Kp. Cikopo Desa Karya Mekar Kecamatan Cibatu, Kabupaten
Purwakarta
¢. Hari dan Tanggal Kejadian : Senin, 8 Januari 2024
d. Hari dan Tanggal diketahui : Selasa, 9 Januari 2024
4. Saksi —saksi







Alamat : Karya Mekar

No.Telp/HP ;0899 3620 904
2) Nama . Naganudin Rambe
Alamat :  Karya Mekar
No.Telp/HP ;0822 9949 4864
5. Bukti-Bukti

a. APK yang dirusak 2 lembar poster ukuran 60x50 cm

b.  Video dan Foto keterangan saksi dan terlapor

6. Uraian kejadian
Telah terjadi pencabutan dan perusakan 2 poster Partai Buruh atas nama Hendro Julianto pada tanggal
8 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di depan pos ronda depan Bidan Euis dan di depan pedagang
sayur di jalur jalan raya Campaka-Cibatu wilayah Desa Karya Mekar. Berdasarkan keterangan saksi,

yang melakukan pencabutan/perusakan yaitu seorang Kepala Dusun dan dua orang Linmas Desa Karya

Mekar.
Dilaporkan di : Kantor Bawaslu Kabupaten Purwakarta
Hari dan Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024
Pukul : 15:57 WIB

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarmya dan saya bersedia

mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Pelapor,

-

Hendro Julianto Hadi
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2 BAWASLU

BADANPENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65 Kelurahan Cipaisan Purwakarta

Telepon 0264 8307131 Email : bawaslupwk@gmail.com
Laman: http://purwakartakab.bawaslu.go.id

FORMULIR LAPORAN

Nomor : 005/LP/PP-PL/Kab/13.22/1/2024

1. Identitas Pelapor
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Nama
Tempat/Tgl Lahir
Jenis Kelamin
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Alamat
No.Telp/HP
E-Mail

2. Identitas Terlapor

a.
b.

C.

)

a.
b.
e
d.
4. Saks

1)

Nama
Alamat

No.Telp/HP

Peristiwa yang dilaporkan

Peristiwa

Tempat Kejadian

Hari dan Tanggal Kejadian
Hari dan Tanggal diketahui
i —saksi

Nama

Alamat

No.Telp/HP

Nama

Alamat

No.Telp/HP

5. Bukti-Bukti
Mpe Neng  vuSar 3 lembar  [oCrer e jo xEo et

..\!..\.d.!.@...."r..‘....@g.‘rpa....\foﬁ.z.\..efr..w.‘.g..?.\.'ﬁ......%?t&"......0.‘.".‘.‘_" declapor

a.
b.

C.

Dst.

Hmr}ro- J l‘omi—d Hadq -
C,ubanﬂ \'-1- dulA _ 03ﬂ

L.Ok’l . L/a\"l s Gt ged ses s Hhases sas Res aNe st ses Bsud
lear W‘”""‘"‘ _ QW"‘S*"""
(ndonesta

- k. tHelcar C.ar. P«b Of lzw oz vs O\ba-\-u \cex. u\o.\.u,

0%sF . 9$%0 . FFOo
deduraﬂi'vm@:}"“"/ O !
Anto C,V“C”\_..kﬁr.‘m.?,‘f‘.%ﬁi"ﬁ.?,......._.,_._...‘..
oﬁ?ﬁ 0% Alb
Pe.nc,opo-\—r»'/‘ 9‘ ?&fuialwh A‘Pk— .
¥p - Caeo PO DS korya mecar lcec C{baﬁ;

GGNV\%JM\M"‘“"I
einso 9 Jonaact  genA

Coarz o MEACAY
0899, 5622 904
.Hagﬂ"‘“d”\ Pombe. .

.cmz 6‘5415 Hﬁbq







"

6. Uraian kejadian
(diuraikan secara kronologis peristiwa apa yang dianggap sebagai dugaan pelanggaran pemilu, di mana,

kapan, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi)
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Hari dan Tanggal eam 1§ \1 ()U«V\Uaf'\ Mg'l'f

Pukul S [

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benamya dan saya bersedia

mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.
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BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65 Kelurahan Cipaisan Purwakarta
Telepon 0264 8307131 Email : bawaslupwk@gmail.com
Laman: http:/purwakartakab.bawaslu.go.id

TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN
Nomor :005/LP/PP-PL/Kab/13.22/1/2024

Telah diterima dani

Nama :Hendm (Jullon{—o Hacﬂl
Tempat Tanggal Lahir s Subang .\ (,)UL‘ \ﬂsﬂ
Alamat :.‘,‘:\?-..M&km.c.‘i‘.‘.f.i. P 05 F"" 07— DS C’(W “9" O\bo-*u
No. Telp/HP ; 0697@‘730?5“?—0
Hari dan Tanggal Ckeenis WL denuar
Waktu LR . S SV SN
Dokumen:

No Bentuk Dokumen Jumlah

( M?\cr bentuke  Posyer Ue 70 x L0 cw Z

& Vidie lde{--e,rﬂﬂ/}an ‘ SokS,  Aen PCA,a.k.d 3

3 Fo\-o due~ \-\k-’\\\c ,D:?l(._ o e Hilean 1 T

Terkait dengan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.**

Purwakarta, Jannan 2023

-

Hendro Ju/fa aro Hodr

Pelapor
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"2 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65 Kelurahan Cipaisan Purwakarta
Telepon 0264 8307131 Email : bawaslupwk@gmail.com
Lam an: http://purwakartakab.bawaslu.go.id

KAJ IAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN
Nomor : 005/LP/PL/Kab/13.22/1/2024

Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

a. Nama . Hendro Julianto Hadi

b. Alamat . Kp. Mekar Sari, RT 05, RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan
Cibatu, Kabupaten Purwakarta

c. Pekerjaan . Karyawan Swasta

Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan

Telah terjadi pencopotan dan perusakan poster Caleg atasnama Hendro Julianto
Hadi Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan 2 dari Partai Buruh pada tanggal 8 Januari
2024 di di depan pos ronda depan Bidan Euis dan di depan pedagang sayur di jalur
jalan raya Campaka-Cibatu wilayah Desa Karya Mekar oleh terlapor bernama Anto.

Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai
berikut:
a. Syarat Formal
Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum, meliputi:
a. Nama dan Alamat Pelapor;
b. Pihak terlapor; dan
c. Waktu penyampaian laporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) atau ayat (4).

1. Nama dan Alamat Pelapor

a)Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (32) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan
dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang berbunyi “Pelapor
adalah orang yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu”;

b) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan
dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang berbunyi “Pelapor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WNI yang
mempunyai hak pilih, b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu”;

c) Bahwa Pelapor atas nama Hendro Julianto Hadi berdasarkan identitas
kartu tanda penduduk Bernama Hendro Julianto Hadi dilahirkan di
Purwakarta tanggal Subang, 17 Juli 1989 umur 35 tahun beralamat di
Kp. Mekar Sari, RT 05, RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu,
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3.

Kabupaten Purwakarta merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 32141417890001

d) Bahwa berdasarkan uraian identitas pelapor di atas, Bawaslu Kabupaten
Purwakarta berpendapat bahwa saudara merupakan warga Negara
Indonesia yang memiliki hak pilih sehingga yang bersangkutan memiliki
Kedudukan hukum sebagai pelapor.

Kedudukan Terlapor

Bahwa Terlapor dalam laporan a quo adalah Anto yang beralamat di

Cikuda, Desa Karyamekar, Kec. Cibatu Kab. Purwakarta.

Waktu Penyampaian Laporan

a) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan
dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang berbunyi “Laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh)
Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu’”,

b) Bahwa Pelapor menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran pada hari
Kamis 11 Januari 2024 pukul 15:57 WIB dan kejadian adanya Dugaan
Pelanggaran pada hari Senin 8 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB.
Pelapor menyampaikan laporannya tidak melebihi waktu 7 Hari sejak
diketahui terjadinya dugaan pelanggaran sesuai dengan Pasal 8 ayat (3)
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan
Umum.

Syarat Materiel

Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum, meliputi:

a.
b.
C.

Waktu dan tempat kejadian;
Uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu dan
Bukti

. Waktu dan tempat Kejadian

Bahwa waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu terjadi pada
Hari Senin 8 Januari 2024 bertempat di jalur jalan raya Campaka-Cibatu
wilayah Desa Karya Mekar.

Uraian Kejadian Dugaan Pelanggaran

Bahwa pelapor telah menguraikan kejadian dugaan pelanggaran pemilu
dalam laporan a quo dengan uraian sebagai berikut :

Pada tanggal 8 Januari 2024 telah terjadi pencopotan dan perusakan poster
Caleg atasnama Hendro Julianto Hadi Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan 2
dari Partai Buruh di di depan pos ronda depan Bidan Euis dan di depan
pedagang sayur di jalur jalan raya Campaka-Cibatu wilayah Desa Karya
Mekar oleh terlapor bernama Anto.

Bukti

Bahwa pelapor menyampaikan bukti dalam Laporan a quo berupa Poster 2
Buah yang dicabut dan dirusak, foto pencabutan poster, video percakapan
dengan pihak yang diduga mencabut dan merusak Poster serta salinan
Foto copy KTP atas nama Hendro Julianto Hadi.






V.

4. Jenis Dugaan Pelanggaran

a) Bahwa berdasarkan pasal 275 ayat 1 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
“pemasangan alat peraga di tempat umum’,

b)Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 36 PKPU Nomor 15 Tahun 2023
Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Fasilitasi
KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa penentuan
lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu”. Kemudian di
dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Lokasi pemasangan alat peraga
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang
di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan
peraturan perundang-undangan terkait”,

c) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 338
Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Penempelan Bahan Kampanye
dan Pemasangan Alat Peraga Kampanaye Pada Pemilihan Umum
Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta, bahwa larangan pemasangan
Alat Peraga Kampanye di jalan protokol di Kecamatan Jatiluhur adalah
“Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Jatiluhur”,

d)Bahwa berdasarkan pasal 280 ayat 1 huruf g menyebutkan bahwa
“Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye dilarang merusak dan/atau
menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu”;

e) Bahwa berdasarkan pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa “Setiap pelaksana, peserta,
dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar
Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) ftahun dan denda paling banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”;

f) Bahwa berdasarkan pasal 275 ayat 1 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, Pasal 36 ayat 2 PKPU Nomor 15 Tahun
2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta Keputusan KPU
Kabupaten Purwakarta Nomor 338 Tahun 2023 dengan aturan tentang
pemasangan APK;

g) Bahwa berdasarkan pasal 280 ayat 1 huruf g dan pasal 521 tersebult,
subjek yang dapat dijerat sebagai pelaku adalah “Setiap pelaksana,
Peserta, dan/atau Tim Kampanye”. Sehingga terlapor patut diduga dapat
dijerat dalam UU Pemilu;

h)Bahwa berdasarkan uraian dugaan pelanggaran di atas, Bawaslu
Kabupaten Purwakarta memandang Tindakan yang dilakukan oleh
terlapor patut diduga melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu.

Kesimpulan
1. Bahwa berdasarkan Laporan yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu
Kabupaten Purwakarta berpendapat laporan a quo memenuhi syarat formal
dan materiel sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dugaan pelanggaran dalam Laporan a







quo, Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat peristiwa a quo termasuk
ke dalam dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana diatur
dalam Pasal 280 ayat 1 dan Pasal 521 Undang- Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa laporan memenuhi syarat formal, materiel serta jenis dugaan

pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran pidana Pemilu.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, Bawaslu Kabupaten Purwakarta

memberikan rekomendasi, yaitu Laporan yang disampaikan oleh Pelapor

dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti di Sentra Gakkumdu.

Purwakarta, 14 Januari 2024






“2 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65 Kelurahan Cipaisan Purwakarta
Telepon 0264 8307131 Email : bawaslupwk@amail.com

Lam an: http://purwakartakab.bawaslu.go.id

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
Nomor : 005/Reg/LP/PL/Kab/13.22/1/2024

Kasus Posisi:
Telah terjadi pencabutan dan perusakan poster Caleg atasnama Hendro Julianto

Hadi

Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan 2 dari Partai Buruh pada tanggal 8 Januari

2024 di di depan pos ronda depan Bidan Euis dan di depan pedagang sayur di jalur

jalan

raya Campaka-Cibatu wilayah Desa Karya Mekar oleh terlapor bernama Anto.

Data:

1.

o

Nama Pelapor : Hendro Julianto Hadi
Pekerjaan/ Jabatan . Karyawan Swasta
Alamat . Kp. Mekar Sari, RT 05, RW 02, Desa Cibatu,

Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta

Nama Terlapor . Anto

Pekerjaan . Kepala Dusun

Alamat . Kp. Cikopo, RT 001, RW 001, Desa Karyamekar,

Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta

Tanggal Laporan . Kamis 11 Januari 2024
Tanggal Peristiwa : Senin 8 Januari 2024

Bukti-Bukti : 1. APK yang dirusak 2 lembar poster ukuran
60x50 cm
2.Video dan Foto keterangan saksi dan
terlapor

Kajian
1. Dasar Hukum:

a.

d.

Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Laporan pelanggaran Pemilu
merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak
pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu”,

Bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Bawaslu Kabupaten/Kota
berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan
dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai Pemilu”,

Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “(6) laporan pelanggaran Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) har
kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”;

Bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7



My



Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Pelaksana, peserta, dan tim
kampanye Pemilu dilarang: (g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga
kampanye Peserta Pemilu”,

. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 315 huruf b Undang-Undang Nomor 7
Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi Yang dimaksud dengan "tindak
pidana pemilu mengenai pelaksanaan kampanye Pemilu”, antara lain tidak
adil terhadap Peserta Pemilu, mengubah jadwal yang menguntungkan salah
satu Peserta pemilu dan merugikan peserta lain, melepas atau menyobek alat
peraga Kampanye Pemilu, merusak tempat kampanye Pemilu, berbuat
keonaran, mengancam pelaksana dan/atau peserta Kampanye Pemilu”,
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tentang
Pemilihan Umum, yang berbunyi “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim
Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan
kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j
dipidana dengan pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)”,

. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang
berbunyi “Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode: (d)
pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum?”;

. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi
‘Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi: a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul”;

Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi
“l okasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan
Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (35) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi “Pelanggaran Pemilu adalah
tindakan yang bertentangan melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu”;

. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi “Laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui
terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (32) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi “Pelapor adalah orang yang
berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu”;

. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi “Pelapor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WNI yang mempunyai hak pilih, b.
Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu”,

. Bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Purwakarta
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ditentukan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Purwakarta Nomor 338 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Penempelan
Bahan Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan
Umum Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta.

2. Fakta dan Analisis:
A. Fakta
1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta menerima laporan dugaan

2)

3)

pelanggaran dengan nomor penerimaan 005/LP/PL/Kab/13.22/1/2024
dengan pelapor atas nama Hendro Julianto Hadi pada tanggal 11 Januari
2024 Pukul 15.57 WIB. Laporan a quo diregister dengan Nomor
005/Reg/LP/PL/Kab/13.22/1/12024 terkait dugaan tindak pidana pemilu
perusakan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh Anto, terkait
perusakan poster caleg di Desa Karyamekar, Kecamatan Cibatu,
Kabupaten Purwakarta.

Bahwa terhadap Laporan a quo, Bawaslu Kabupaten Purwakarta telah
melakukan klarifikasi kepada:

Hendro Julianto Hadi sebagai Pelapor;

KPU Kabupaten Purwakarta sebagai Saksi Ahli;

Aulia Pamungkas sebagai Pihak Terkait;

Jaya Pranolo Kabupaten Purwakarta sebagai Pihak Terkait;

Anto Sugianto sebagai Terlapor;

Nardi sebagai Saksi;

Endang Darta sebagai Saksi,

@ ~p oo o

Bahwa hasil klarifikasi tersebut diperoleh keterangan:

a. Pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 pukul 10.45 WIB Hendro
Julianto Hadi sebagai Pelapor memberikan keterangan sebagai
berikut:

e Bahwa pelapor atas nama Hendro Julianto Hadi;

e Bahwa saudara Hendro Julianto Hadi adalah Calon Anggota
DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Buruh Daerah Pemilihan
2;

e Bahwa menurut Pelapor mengetahui pada tanggal 9 januari 2024,
karena ada salah satu relawan melihat poster Pelapor sudah
hilang, karena Pelapor dekat dengan Desa tersebut kemudian
Pelapor mengecek lokasi kemudian bertanya ke pedagang sayur
yang bernama Najamudin Rambe. Pedagang sayur tersebut
mengatakan bahwa melihatnya sekitar pukul 10.00 WIB;

e Bahwa Panwascam Cibatu bertanya kepada Terlapor, bahwa
Terlapor tersebut mengakui pencabutan itu dengan Linmas arahan
dari Kepal Desa (Kepala Desa) serta Posternya berada di rumah
saudara Endang Darta dan yang mengambil poster itu di rumah
saudara Endang Darta adalah Panwascam;

e Bahwa yang dirusak adalah poster Calon Anggota DPRD
Kabupaten Purwakarta Dapil 2 Partai Buruh Nomor Urut 8 atas
nama Hendro Julianto Hadi, ukuran Poster tersebut T : 60cm L :
50 cm;

e Bahwa poster yang dicabut dipasang di depan pedagang sayur di
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jalur jalan raya Campaka-Cibatu wilayah Desa Karya Mekar oleh
terlapor bernama Anto;

Bahwa pencabutan terhadap 2 poster, 1 poster dalam kondisi
rusak menjadi 3 bagian dan 1 poster dalam keadaan masih utuh;
Bahwa poster dipasang di pohon pinggir jalan Desa dan
ditempelkan menggunakan paku;

Bahwa Pelapor tidak meminta izin ketika pemasangan poster yang
dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB pada tanggal 7 Januari 2023;
Bahwa setelah dilakukan pengukuran, ditemukan bahwa ukuran
poster yang dirusak berukuran Tinggi 68cm dan Lebar 59cm;
Bahwa yang melakukan pencabutan dan perusakan adalah
Kepala Dusun atas nama Anto dengan 2 orang Linmas atas
perintah Kepala Desa pada tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa yang memerintahkan untuk mencabut adalah Kepala Desa
Karya Mekar berdasarkan keterangan dari Anto Kepala Dusun;
Bahwa Pelapor tidak mengetahui pohon itu milik siapa dan hanya
mengetahui jarak dari kantor Desa kurang lebih 20 meter serta
tidak mengetahui terkait aturan pemasangan.

b. Pada hari Kamis 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.05 WIB Aulia
Pamungkas sebagai Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai
berikut:

Bahwa Pihak Terkait atas nama Aulia Pamungkas;

Bahwa Aulia Pamungkas adalah Kepala Satpol PP Kabupaten
Purwakarta;

Bahwa Pihak Terkait menjelaskan, kewenangan Kepala Desa
terhadap Penegakan Perda K3 (Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan) sesuai dengan Permendagri nomor 26 tahun 2020
dalam pasal 11 yang menyatakan bahwa “(1) Penyelenggaraan
Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah
sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan
ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Penyelenggaraan
Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dengan membentuk SatLinmas”;

Bahwa Kepala Desa berhak memerintahkan penertiban kepada
Linmas Permendagri Nomor 26 Tahun 2022 Pasal 13 ayat (1) dan
(2) yang menyatakan bahwa (1) SatLinmas memiliki struktur
organisasi meliputi: a. kepala SatLinmas; b. kepala pelaksana; c.
komandan regu; dan d. anggota. (2) Kepala SatLinmas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala
Desa/Lurah. Sehingga Kepala desa berhak memerintah dalam
penertiban kepada Linmas;

Bahwa Satpol PP dalam bidang perlindungan masyarakat ada
suatu kegiatan rutin yaitu pembinaan untuk Linmas dalam setiap
tahunnya. Biasanya dari satpol PP diundang oleh Kecamatan
untuk melakukan pembinaan dengan peserta Linmas yang telah
hadir;

Bahwa SOP dalam perintah penertiban adalah secara administrasi
harus ada surat perintah, sesuai dengan Permendagri Linmas






harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pimpinan/ Kepala
Desa.

c. Pada hari Kamis 18 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Jaya
Pranolo sebagai Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai
berikut:

Bahwa Pihak Terkait atas nama Jaya Pranolo;

Bahwa saudara Jaya Pranolo adalah Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta;

Bahwa Pihak Terkait menjelaskan, dalam UU Desa, Kepala Desa
bisa saja menertibkan ketika ada APK yang melanggar aturan,
maka Desa bisa memerintahkan Kepala Dusun dan Linmas untuk
menertibkannya. Terkait penertiban APK, belum spesifik dibahas
apakah Kepala Desa itu boleh menertibkan atau tidak. Melihat
ketenteraman dan keteritban di masyarakat, sehingga karena
Kepala Desa memiliki Linmas merasa berkewajiban menertibkan.
Bahwa ada kewenangan Kepala Desa terhadap Penegakan Perda
K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) karena cakupan
Perda itu melingkupi satu Kabupaten termasuk ke wilayah Desa;
Bahwa Kepala Desa berhak memerintahkan penertiban kepada
Linmas, karena Linmas itu lembaga desa untuk membantu Kepala
Desa dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban.

Bahwa Pihak Terkait belum bisa memastikan apakah Kepala Desa
bisa menertibkan APK;

Bahwa SK Linmas berasal dari Kepala Desa;

Bahwa secara kelembagaan DPMD membina para Linmas, karena
Linmas mendapatkan SK dari Kepala Desa;

Bahwa dalam hal akan melakukan penertiban seharusnya ada
surat perintah tugas;

Bahwa tupoksi Linmas itu di Satpol PP. Tapi pembinaannya ada di
DPMD, dalam hal membina dan memberikan insentifnya;

Bahwa jika ada kerusakan seharusnya segera lapor dan
berkoordinasi dengan camat dan Babinkamtibmas dan Babinsa;
Bahwa Kepala Desa dalam dugaan pelanggaran ini karena
membuat keresahan, seharusnya diberi surat teguran oleh Camat
kepada Kepala Desa;

Bahwa Kepala Desa itu atasan langsung Kepala Desa itu Bupati.

d. Pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Dian
Hadiana sebagai Saksi Ahli memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi Ahli atas nama Dian Hadiana;

Bahwa saudara Dian Hadiana merupakan Ketua KPU Kabupaten
Purwakarta;

Bahwa menurut Saksi Ahli, dalam pasal 33 ayat 2 PKPU Nomor
15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum termaktub
bahwa yang disebut bahan kampaye berbentuk: Selebaran,
brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat
minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan alat tulis. Yang
membedakannya adalah ukurannya saja. Ada simbol, visi, misi







yang dituangkan yang bertujuan untuk mengajak orang untuk
memilih;

Bahwa selebaran paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm. Brosur,
paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat
21 cm x 10 cm. Pamflet, paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm
poster, paling besar ukuran 40 cm x 60 cm dan stiker, paling
besar ukuran 10 cm x 5 cm. Di luar dari ukuran itu bisa disebut
bahan kampanye, tapi tidak mengikuti aturan. Akan tetapi tidak
bisa dimaknai APK, karena APK itu reklame, umbul, dan spanduk
tidak masuk kategori APK karena ukurannya tidak sesuai. Setiap
tahapan kami dari KPU, sampaikan kepada peserta pemilu, ada
kewajiban dari parpol untuk menyampaikan kembali ke calegnya,
salah satunya terkait regulasi kampanye yang di dalamnya
mengatur APK dan Bahan Kampanye;,

Bahwa yang termasuk APK adalah reklame, umbul, dan spanduk;
Bahwa tempat-tempat pemasangan APK diatur di SK KPU
Kabupaten Purwakarta Nomor 338 Tahun 2023. KPU
berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah untuk
pengaplikasian aturan KPU. Jaraknya radius 100 meter dari
tempat yang dilarang, pohon termasuk tempat yang dilarang
dipasang APK;

Bahwa secara kasat mata barang bukti yang ditunjukan oleh
Bawaslu tersebut masuk kampanye, tapi jenis dan ukurannya
bukan yang tertulis di PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang
Kampanye. Dan jika dispesifikasikan itu bukan bahan kampanye
ataupun APK;

Bahwa di KPU tidak ada ketentuan yang mengatur jenis APK dan
Bahan Kampanye yang yang rusak. Tapi secara kaidah umum itu
disebut rusak;

Bahwa karena bukan APK, maka tidak masuk ke dalam dugaan
pelanggaran pidana pemilu.

e. Pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB
Anto Sugianto sebagai Terlapor memberikan keterangan sebagai
berikut:

Bahwa Saksi atas nama Anto Sugianto;

Bahwa saudara Anto Sugianto adalah Kepala Dusun 1 di Kp.
Cikopo, Desa Karyamekar, Kecamatan Cibatu;

Bahwa Terlapor menjelaskan waktu pertama yang melihat itu
Ketua RT 3, yang kemudian memberitahukan ke Terlapor.

Bahwa Terlapor mencabutnya tanggal 8 Januari 2024 pukul 23.00
WIB;

Bahwa Terlapor memerintahkan yang menurunkannya bernama
Amin, RT 3 Kp. Cikopo, Dusun 1, Desa Karyamekar;

Bahwa terdapat 3 yang ditertibkan, terdiri dari 2 poster caleg Partai
Buruh dan 1 Partai Gerindra;

Bahwa penertiban berdasarkan perintah Kepala Desa secara
lisan, ketika acara minggon di Desa setiap Hari Kamis pukul 14.00
WIB di Bulan Desember 2023;

Bahwa dasar apa melakukan pencabutan dengan cara
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memerintahkan Linmas, karena Kepala Desa mengatakan: “Untuk
Badega, RT, RW agar mencabut poster ataupun banner yang
terpasang di pohon tapi jangan di jalan protokol, sebelum
mencopot lapor dulu ke panwas”;

Bahwa penertiban tersebut karena ada Perdes yang melarang
memasang apapun di pohon;

Bahwa setelah dicopot Terlapor tidak lapor ke Kepala Desa.
Terlapor inisiatif simpan di rumah Endang Darta;

Bahwa pencabutan ditarik menggunakan tangan, ketika diambil
poster tersebut sobek. Sedangkan yang satu lagi tidak sobek
karena ada kayunya;

Bahwa Terlapor merasa bertanggungjawab untuk tidak
menghilangkan poster yang dicabut. Terlapor memberikan ke
Panwascam Cibatu;

Bahwa poster di depan pos ronda yang rusak, pohonnya milik
desa. Dan poster yang utuh di depan warung pohon milik pribadi;
Bahwa Terlapor tidak meminta izin untuk mencabutnya;

Bahwa waktu pemasangan poster tidak ada izin;

f. Pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 14.40 WIB
Nardi sebagai Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai
berikut:

Bahwa Pihak Terkait atasnama Nardi;

Bahwa Nardi adalah Kepala Desa Karyamekar;

Bahwa Pihak Terkait menjelaskan pencabutan poster atas
perintah Pihak Terkait ketika di acara minggon yang dilaksanakan
setiap hari kamis, lebih jelasnya oleh Pihak Terkait sampaikan
kepada RT, RW, Badega, dan Kepala Dusun di tanggal 28
Desember 2023, karena banyak banner iklan di pohon;

Bahwa Pihak Terkait mengetahui kejadian pelaporan ini dari hari
minggu kemarin 10 Januari 2024, dan saudara Anto laporan ke
Pihak Terkait ketika dia datangi oleh saudara Hendro bahwa ada
poster yang rusak;

Bahwa perintah tersebut disampaikan secara lisan kepada semua
aparat. Begitupun untuk kejadian ini Pihak Terkait memerintahkan
saudara Anto dan Linmas. Pihak Terkait sampaikan untuk selalu
menjaga, dan apabila ada yang menempel di pohon agar
dibersihkan;

Bahwa larangan pemasangan di pohon, Pihak Terkait merujuk
pada Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2023 Tentang Lingkungan
dan Lingkungan Hidup, dibuat oleh Pemerintahan Desa
Karyamekar yang disahkan pada tanggal 11 Agustus 2023. Di
dalam Perdesnya tidak ada sanksinya,

Bahwa Pihak Terkait membenarkan ada laporan secara lisan,
tentang poster yang terpasang dipohon sudah dicabut akan tetapi
tidak mengetahui bahwa ada kerusakan;

Bahwa dalam hal melakukan penertiban yang disampaikan ke
Kadus ataupun Linmas tidak ada SOP, hanya memerintah untuk
dibersihkan. Disampikan bahwa agar pohon yang di area jalan







Desa harus bersih, karena Desa yang menanam dan merawat;
Bahwa di jalur provinsi Pihak Terkait tidak memerintahkan untuk
dibersinkan, hanya untuk jalur desa. Kaitan poster itu disobek,
karena dipasangnya dipaku, maka ketika dicabut pastilah dicabut;
Bahwa Pihak Terkait tidak sampai menanyakan disimpan dimana
dan tidak mengetahui. Hanya menyuruh dibuka saja;

Bahwa saudara Anto itu bukan Pelaksana Kampanye, Tim
Kampanye dan/atau Peserta Kampanye;

Bahwa Pihak Terkait berpendapat ketika ditunjukkan barang bukti,
mengiyakan ada poster yang rusak.

g. Pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB
Endang Darta sebagai Saksi memberikan keterangan sebagai
berikut:

B. Analisis

Bahwa Saksi atasnama Endang Darta;

Bahwa Endang Darta adalah Wiraswasta;

Bahwa menurut keterangan Saksi, sekitar pukul 16.00 WIB
tanggal 10 Januari 2024 datang 2 orang Panwascam Cibatu yaitu
Rulli dan Heri, dan satu lagi perempuan PKD. Menceritakan soal
pencabutan poster yang disimpan di rumah Saksi. Kemudian
datang saudara Anto, dan mencari atributnya di belakang rumah
Saksi, dan menemukan atribut caleg bernama Hendro, Saksi tidak
mengetahui saudara Anto yang menyimpannya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyimpan poster tersebut di
rumahnya;

Bahwa Saksi tidak memerintahkan saudara Anto untuk
menyimpan di rumahnya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada perintah Kepala Desa
untuk menertibkan APK yang terpasang di sepanjang jalan desa;
Bahwa hubungan Saksi dengan saudara Anto adalah hubungann
warga dan Kadus. Saudara Anto setiap malam sering ngontrol.
Jarak rumah Saksi ke Kantor Desa sekitar 200 meter. Dan Saksi
sudah kenal lama dengan saudara Anto;

Bahwa Saksi tahu ada 4 poster. Yang dua utuh poster caleg Partai
Buruh dan Partai Gerindra, satu sobek, satu poster mobil. Dicopot
oleh saudara Anto;

Bahwa saudara Anto ke belakang rumah Saksi kemudian dibuka
di depan Saksi untuk selanjutnya dipoto, akan tetapi Saksi tidak
memegang, yang satu utuh yang satu sobek, poster mobil utuh.

1) Tentang Laporan

a. Bahwa berdasarkan pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Bawasiu
Kabupaten/Kota berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan
yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu”;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Laporan
pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara
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Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau
Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN,
dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan
Pemilu”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (35) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan
dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, vyang berbunyi
“Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan melanggar,
atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Pemilu”;

. Bahwa Laporan Nomor 005/Reg/LP/PL/Kab/13.22/1/2024 berdasarkan

Formulir Model B.1 pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 15.57 WIB
oleh Sdr. Hendro Julianto Hadi yang bertindak sebagai Pelapor dalam
perkara a quo merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai
hak pilih, beralamat di Kp. Mekar Sari, RT 05, RW 02, Desa Cibatu,
Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Telp/Hp 085795307570;
Bahwa Laporan yang telah disampaikan oleh pelapor telah sesuai
dengan Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan
Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

2) Tentang Pelapor

a.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 32 Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan
dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi “Pelapor
adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu”;
Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum,
yang berbunyi “(1) Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilu. (2) Pelapor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas: a. WNI yang mempunyai hak pilih; b. Peserta
Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu”;

Bahwa pelapor atas nama Hendro Julianto Hadi berdasarkan identitas
kartu tanda penduduk bernama Hendro Julianto Hadi dilahirkan di
Subang tanggal 17 Juli 1989 umur 35 Tahun beralamat di Kp. Mekar
Sari, RT 05, RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten
Purwakarta;

merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) NIK: 32141417890001;

Bahwa berdasarkan uraian identitas pelapor di atas, Bawaslu
Kabupaten Purwakarta berpendapat bahwa saudara Hendro Julianto
Hadi merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih
sehingga yang bersangkutan memiliki kedudukan hukum sebagai
pelapor.

3) Tentang Terlapor
a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 33 Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan
dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi “Teriapor
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adalah pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu”,

b. Bahwa Terlapor dalam laporan a quo adalah Anto Sugianto.

4) Tentang Waktu Laporan

a.

Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “(6) laporan
pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan paling lama 7 (tujuh) han kerja sejak diketahui terjadinya
dugaan pelanggaran Pemilu”;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan
dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi “Laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7
(tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu®;
Bahwa Pelapor mengetahui dugaan pelanggaran a quo pada tanggal 9
Januari 2024 WIB;

Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu
Kabupaten Purwakarta pada tanggal 11 Januari 2024 Pukul 15.57 WIB;
Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam jangka
waktu, yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan
Pelanggaran Pemilu;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Bawaslu Kabupaten Purwakarta
berpendapat terhadap tenggang waktu laporan yang disampaikan oleh
Pelapor masih dalam dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai
dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum.

5) Tentang dugaan pelanggaran
a. Analisis Fakta

e Bahwa Terlapor atasnama Anto Sugianto merupakan seorang
Kepala Dusun 1 di Desa Karyamekar;

e Bahwa penertiban berdasarkan perintah Kepala Desa secara
lisan, ketika acara minggon di Desa setiap Hari Kamis pukul 14.00
WIB di Bulan Desember 2023;

e Bahwa saudara Anto Sugianto menyuruh saudara Amin untuk
melakukan pencabutan poster yang terpasang di pohon pada
tanggal 8 Januari 2024,

e Bahwa pencabutan ditarik menggunakan tangan, ketika diambil
poster tersebut sobek. Sedangkan yang satu lagi tidak sobek
karena ada kayunya,;

e Bahwa pencabutan poster Caleg atasanama Hendro Julianto
dilakukan di dekat kios sayur;

e Bahwa terdapat 3 yang ditertibkan, terdiri dari 2 poster caleg Partai
Buruh dan 1 Partai Gerindra;

e Bahwa setelah dicopot Terlapor tidak lapor ke Kepala Desa.
Terlapor inisiatif simpan di rumah Endang Darta;

 Bahwa Pelapor atas nama Hendro Julianto Hadi merupakan Calon
Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Buruh Daerah







Pemilihan 2;

Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor mengetahui pada tanggal
9 januari 2024 poster Pelapor sudah hilang. Pelapor mengecek
lokasi kemudian bertanya ke pedagang sayur yang bernama
Najamudin Rambe. Pedagang sayur tersebut mengatakan bahwa
melihatnya sekitar pukul 10.00 WIB;

Bahwa poster yang dicabut dipasang di depan pedagang sayur di
jalur jalan raya Campaka-Cibatu wilayah Desa Karya Mekar oleh
terlapor bernama Anto;

Bahwa poster dipasang di pohon pinggir jalan Desa dan
ditempelkan menggunakan paku;

Bahwa Pelapor tidak meminta izin ketika pemasangan poster yang
dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB pada tanggal 7 Januari 2023;
Bahwa pencabutan dilakukan terhadap 2 poster, 1 poster dalam
kondisi rusak dan 1 poster dalam keadaan masih utuh;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran, ditemukan bahwa ukuran
poster yang dirusak berukuran Tinggi 68cm dan Lebar 59cm;
Bahwa yang memerintahkan untuk mencabut adalah Kepala Desa
Karya Mekar berdasarkan keterangan dari Anto Kepala Dusun;
Bahwa Pihak Terkait atas nama Aulia Pamungkas adalah Kepala
Satpol PP Kabupaten Purwakarta;

Bahwa Pihak Terkait menjelaskan, kewenangan Kepala Desa
terhadap Penegakan Perda K3 (Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan) sesuai dengan Permendagri nomor 26 tahun 2020
dalam pasal 11 yang menyatakan bahwa “(1) Penyelenggaraan
Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah
sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan
ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Penyelenggaraan
Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dengan membentuk SatLinmas”;

Bahwa Kepala Desa berhak memerintahkan penertiban kepada
Linmas Permendagri Nomor 26 Tahun 2022 Pasal 13 ayat (1) dan
(2) yang menyatakan bahwa (1) SatLinmas memiliki struktur
organisasi meliputi: a. kepala SatLinmas; b. kepala pelaksana; c.
komandan regu; dan d. anggota. (2) Kepala SatLinmas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala
Desa/Lurah. Sehingga Kepala desa berhak memerintah dalam
penertiban kepada Linmas;

Bahwa SOP dalam perintah penertiban adalah secara administrasi
harus ada surat perintah, sesuai dengan Permendagri Linmas
harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pimpinan/ Kepala
Desa.

Bahwa Pihak Terkait atas nama Jaya Pranolo adalah Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta;
Bahwa ada kewenangan Kepala Desa terhadap Penegakan Perda
K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) karena cakupan
Perda itu melingkupi satu Kabupaten termasuk ke wilayah Desa,;
Bahwa Pihak Terkait belum bisa memastikan apakah Kepala Desa
bisa menertibkan APK;
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Bahwa dalam hal akan melakukan penertiban seharusnya ada
surat perintah tugas,

Bahwa tupoksi Linmas itu di Satpol PP. Tapi pembinaannya ada di
DPMD, dalam hal membina dan memberikan insentifnya;

Bahwa Saksi Ahli atas nama Dian Hadiana merupakan Ketua KPU
Kabupaten Purwakarta;

Bahwa Bahan Kampanye terdiri dari selebaran paling besar
ukuran 8,25 cm x 21 cm. Brosur, paling besar ukuran posisi
terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm. Pamflet,
paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm poster, paling besar ukuran
40 cm x 60 cm dan stiker, paling besar ukuran 10 cm x 5 cm. Di
luar dari ukuran itu bisa disebut Bahan Kampanye, tapi tidak
mengikuti aturan.

Bahwa yang termasuk APK adalah reklame, umbul, dan spanduk;
Bahwa Poster tidak bisa dimaknai APK, karena APK itu reklame,
umbul, dan spanduk tidak masuk kategori APK karena ukurannya
tidak sesuai;

Bahwa secara kasat mata barang bukti yang ditunjukan oleh
Bawaslu tersebut masuk kampanye, tapi jenis dan ukurannya
bukan yang tertulis di PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang
Kampanye. Dan jika dispesifikasikan itu bukan bahan kampanye
ataupun APK;

Bahwa Pihak Terkait atasnama Nardi adalah Kepala Desa
Karyamekar,

Bahwa Pihak Terkait menjelaskan pencabutan poster atas
perintah Pihak Terkait ketika di acara minggon yang dilaksanakan
setiap hari kamis, lebih jelasnya oleh Pihak Terkait sampaikan
kepada RT, RW, Badega, dan Kepala Dusun di tanggal 28
Desember 2023, karena banyak banner iklan di pohon;

Bahwa perintah tersebut disampaikan secara lisan kepada semua
aparat. Begitupun untuk kejadian ini Pihak Terkait memerintahkan
saudara Anto dan Linmas. Pihak Terkait sampaikan untuk selalu
menjaga, dan apabila ada yang menempel di pohon agar
dibersihkan;

Bahwa larangan pemasangan di pohon, Pihak Terkait merujuk
pada Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2023 Tentang Lingkungan
dan Lingkungan Hidup, dibuat oleh Pemerintahan Desa
Karyamekar yang disahkan pada tanggal 11 Agustus 2023. Di
dalam Perdesnya tidak ada sanksinya;

Bahwa dalam hal melakukan penertiban yang disampaikan ke
Kadus ataupun Linmas tidak ada SOP, hanya memerintah untuk
dibersihkan. Disampikan bahwa agar pohon yang di area jalan
Desa harus bersih, karena Desa yang menanam dan merawat;
Bahwa Pihak Terkait berpendapat ketika ditunjukkan barang bukti,
membenarkan ada poster yang rusak.

Bahwa Saksi atasnama Endang Darta adalah Wiraswasta,

Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyimpan poster tersebut di
rumahnya;

Bahwa Saksi tidak memerintahkan saudara Anto untuk




Cor ARG aE o FRanag o auisterm <5 0F o msinh swded
ot letrnag s,

oA, - o gal SR mals@ b cu e Visden s mee

e o s e sl gt o e igleh AT
Cdaete s et it ng el giasa - o urll pisd owen 8
e st aadi A

£ TN e ogh dime] sprld . o el S ik
s M e janieg weew® o omm Y ox oo 858 ngal,
bets & d i ot esoed meig i OR ¥ o S @ducat
i Vi Bt R T ey e VR v s L SNy WHESS P
(T BN C PR e ST MR > R # i 1« R il R
Yo Wea 24 Fn Hoaangd reaab &xt b omgwln pan ooyt
RELE Budions o

s e e ooty Smeide) dishe BHA - <anme) prigy okl
wowe s ATE L ] N usndormh sgel - kb stea’d swlng
R cngto /g TR agnaled Nusamn A6l etnege neb it
JEMeEr e

‘ A el et F el ormisl giIsM sl BIgpRs sl €
Vet oan) e o GRD s wRamed A v ludear uigree s
grer sl kw00 et USAS b ihat prey oo
Pt et 0 T sigtaeaifsegeilt v aall amenng A
AL (IRHHL, 27

: N 4 b Sl Brassstie a7 AR swrs
R fab o (T S

ooy Tt s 1 gEdesipinees Ao o ABAIES gene
A R R e T BT e @5 L YT Seei D pletniy iy
SRR oo asle gyeastey vaec g e e
LI S rmesd nek spac - WEL TH gbea- s

koA, Fela el Anps S =0 0 208 yadime ol

¥ o=eE E AT f s R aetegsel: vz ndl dsinbse swnel
Phoviys v 4 sl et T egbgtad s nugutigsl S
ci0E hawad AefiS zerr | asb olf mwslase
e e At prey pbe ctlege nsh  ppeinse

.‘II PN M

nsAthEtosin
BN pl T et R mndG D ASORERAY | NSEREIR! Swited
AR R I S 1) LS mgist N onemol el apguteaS s

i oy Uww s gy dwodn Guldd nagnuAnnll  mels
£ L chmge Vel sbeg nmddaah paay 'gpemis e
Ry iR GhE Lat synFabis® msish

OV ATIPRS D LY RIS REAVIRIS S Gl alel Bl
S Fparier e ot iU cin dsbii crandd apgrers 20hrd
N o CRR RN ML T 53 Al 1o Y Pt T rNe2ily  nRAtANRT
F oo ™ ¥ g paey arell e o shzsd aned seal
vl Lo el d ted TRQehnL T o kT ABHIF] Awesd
AGSUY IEY B AOB ENIENSHIRIT

w2 gy m Mo lpe s g proaan R L cBIs Rilsg swnn

Vroat eglong e, o pagy Adel s, o0 ohl il swels f
gyintian on

o ™l EE RIS 2T o 2de@  pwne

'




menyimpan di rumahnya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada perintah Kepala Desa
untuk menertibkan APK yang terpasang di sepanjang jalan desa;
Bahwa saudara Anto ke belakang rumah Saksi kemudian dibuka
di depan Saksi untuk selanjutnya dipoto, akan tetapi Saksi tidak
memegang, yang satu utuh yang satu sobek, poster mobil utuh.
Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat terhadap
fakta-fakta yang terungkap dari klarifikasi yaitu dalam rentang
waktu tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 24 Januari 2024
pencabutan poster dilakukan oleh saudara Anto Sugianto bersama
Linmas berdasarkan perintah Kepala Desa Karyamekar,;

b. Analisis Hukum

Bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh
atas nama Anto Sugianto adalah seorang Kepala Dusun;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7
Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi ‘kampanye pemilu
adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh
peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan
visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu”, berdasarkan
ketentuan tersebut permintaan nama dan nomor hp dalam perkara
a quo tidak termasuk kualifikasi kampanye;

Bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang
Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Pelaksana,
peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang: (g) merusak dan/atau
menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu”,

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 315 huruf b Undang-Undang
Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi Yang dimaksud
dengan "tindak pidana pemilu mengenai pelaksanaan kampanye
Pemilu”, antara lain tidak adil terhadap Peserta Pemilu, mengubah
jadwal yang menguntungkan salah satu Peserta pemilu dan
merugikan peserta lain, melepas atau menyobek alat peraga
Kampanye Pemilu, merusak tempat kampanye Pemilu, berbuat
keonaran, mengancam pelaksana dan/atau peserta Kampanye
Pemilu”;

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye
Pemilihan Umum, yang berbunyi “Kampanye Pemilu dapat
dilakukan melalui metode: (d) pemasangan alat peraga Kampanye
Pemilu di tempat umum”,

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan
Umum, vyang berbunyi “Alat peraga Kampanye Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame; b.
spanduk; dan/atau c. umbul-umbul”,

Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan
Umum, yang berbunyi “Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di
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lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan
peraturan perundang-undangan terkait”,

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian tentang pencabutan
yang mengakibatkan kerusakan poster caleg bertujuan untuk
melaksanakan perintah Kepala Desa Karyamekar berdasarkan
Peraturan Desa Karyamekar Nomor 7 Tahun 2023 Tentang
Lingkungan dan Lingkungan Hidup karena melanggar Pasal 7
huruf | yang berbunyi, “(i) merusak tanaman Kayu Jalur Sepanjang
Jalan Desa”;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat Alat Peraga
Kampanye sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang
Kampanye Pemilihan Umum terbatas hanya pada reklame,
spanduk, dan/atau umbul-umbul,

Bahwa Poster bukan merupakan Alat Peraga Kampanye
sebagaimana tercantum Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye
Pemilihan Umum;

Bahwa Poster yang dicabut dan rusak berdasarkan hasil klarifikasi
menyatakan bahwa dari sisi jenis bukan APK; Dari sisi konten tidak
terpenuhi sebagai APK dan bisa dikategorikan sebagai salah satu
Bahan Kampanye akan tetapi yang tidak sesuai aturan dalam
ukuran. Dan dari sisi bentuk adalah kampanye karena memuat
sedikitnya visi misi calon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat Poster tidak
termasuk Alat Peraga Kampanye;

Bahwa subjek hukum yang dapat dijerat pidana pemilu perusakan
Alat Peraga Kampanye hanyalah Pelaksana, peserta, dan tim
kampanye sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1)
huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum;
Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat pencabutan
yang berakibat pada kerusakan poster sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang
Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum bukan termasuk perusakan
Alat Peraga Kampanye Pemilu;

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dengan Pelapor, Terlapor,
Saksi, Saksi Ahli dan Pihak Terkait poster mengalami kerusakan
berupa adanya sobekan;

Bahwa subjek hukum yang terjerat pidana pemilihan umum dalam
kampanye merupakan Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim
Kampanye pemilihan umum sebagaimana dalam Pasal 280 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat pencabutan
poster caleg tersebut yang dilakukan oleh Terlapor terbukti
adanya kerusakan. Akan tetapi bukan merupakan termasuk
kategori perusakan Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang
Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum, karena bukan termasuk
subjek hukum yang dapat dijerat dengan perbuatan perusakan Alat
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Peraga Kampanye Pemilu serta perbuatan pencabutan yang
dilakukan Terlapor bukan merupakan sebuah perusakan;

e Bahwa berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tentang
Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Setiap pelaksana, peserta,
dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar
Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e,
huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Bahwa frasa
“dengan sengaja’ yang dimaksud dalam pasal tersebut ketika
diklarifikasi dengan Pihak Terkait bernama Nardi sebagai Kepala
Desa dan Terlapor bernama Anto Sugianto, mengatakan terdapat
ketidaksengajaan dalam hal melakukan penertiban berupa
pencabutan poster caleg tersebut, karena poster dipasang
menggunakan paku dan tidak ada kayu di bawahnya sehingga
ketika pencabutan terjadi kesulitan dan mengakibatkan kerusakan;

e Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat terhadap
tindakan Terlapor tidak bertentangan menurut hukum;

IV. Kesimpulan:
Bahwa berdasarkan analisis hukum dan fakta di atas, Bawaslu Kabupaten
Purwakarta memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan terlapor dalam pencabutan yang mengakibatkan kerusakan
poster caleg Hendro Julianto tidak melanggar pasal pasal 521 juncto pasal 280
ayat 1 huruf (g) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Bahwa terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilu
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye
Pemilihan Umum.

V. Rekomendasi:
Berdasarkan kesimpulan di atas, Bawaslu Kabupaten Purwakarta menyatakan
laporan a quo bukan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum.

Purwakarta, 25 Januari 2024
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BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65 Kelurahan Cipaisan Purwakarta
Telepon 0264 8307131 Email : bawaslupwk(@gmail.com
Lam an: http://purwakartakab bawaslu.go.id

PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap Laporan, diberitahukan status Laporan sebagai berikut:

NAMA PELAPOR DAN NOMOR
NO STATUS LAPORAN
TERLAPOR LAPORAN
1 | Pelapor: 005/LP/PL/Kab/13.22/ | Tidak Memenuhi Unsur-
Hendro Julianto Hadi 1/2024 Unsur Dugaan
Terlapor : Pelanggaran Pemilu
Anto Sugianto

Purwakarta, 29 Januari 2024

Bawaslu Kabupaten Purwakarta







